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KXPUIUSAN MENIIRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI"A BADAN PERENCANAAN PEMBANGTINAN NASIONAL

NOMOR K[p. 47 / M.ppN /tlK/ 03 / 201r
TEMANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI NASIONAL
Pf,RCEPATAN PENCAPAIANMDGS ZO1 1,201S

bahwa penlerintah lndonesia telah mentberikan perhatian yan8
sangat besar terhadap s€ktor-sektor terkait dentan pencapaian
tujuan MDGS, sebataimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2O1O-
2014;

bahwa upaya untuk nlencapai target MDGS perlu ditangani s€cara
lintas sektor, lerkoordinasi, sistematis, baik dari aspek perencanaan,
pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan maupun aspek evaluasinya;

bahwa berdasarkan pedimbangan sebegaintana dimaksud dalam
huruf a, dan hunrf b, perlu nrenrbentuk Tim Koordinasi Nasional
Percepatan Pencapaian MDGS 201 1-2015;

bahwa pejabat dan pegawai }?ng hamanya tercantunr dalanl
Llmpiran Keputusan ini diaflIagap mampu dan nlenrenuhi
persyaratan untuk duduk dan nrclakmnakan tri8as sebagai anttota
Tinr Koordinasi Nasional Percepatar Pencapaian MDGS 2Oll-2OIS;
UtldanS-Undang Nonlor 10 Tahun 2010 tentang Anggarall
Pendapatan dan Belanja Negara Tahlm Anggar4n 2O1l (Lerllbaran
NeSara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tantbahan
I-embaran NeSafa Republik lndonesia Nomor 5167);

Keputusan Prcsiden Nomor 42 Tahun 2OO2 tentang pelrksanaan
AngSaran Pendapatan dan Belanje Nttara (l€nibaran Negara
Republik indonesia Tahrm 2002 Nomor 73. Tambahan L€mbaran
Negala Republik lndonesia Norror 4212) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir denqan Keputllsan presiden Nonlor
5.3 Tahun 2010;

3. leratularl Presidcll N.,ritor' 62 Tahun 2007
P€rcncanaarl Pelnban.aunan Nasiulrli

tentang Badan

4. Peraturarr Presidelr Nontor 47 Tahur 2009 teniang pembenh_t'Kan

dan Organisasi Kementerian t\'egara;

5. Peraturan ...

a.

b.

d.

'1.

2.

MENTIRI Pf,RENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembaigunan Nasional Nomor
PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Pen)rusunan Rencana
Anggamn dan Biaya (RAB) Kegiatan Kenenteriafl Negam
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perncanaan
Pembangunan Nasional, sebagainrana telah bebetap kali diubah,
temkhir dengan Pemturan Mente Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pentbangunan Nasional Nonor 2
Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Negara Pettncanaan Penbangunan
Nasional/Kepala Badan Percncanaan Pentbangunan Nasional Nomor
PER.005/M.PPN/1OI2007 tentanS OrSanisasi dall Tata Keia
Kementeriall NeSara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pel11bangunan Nasional;

Memerhatikani Instruksi Prcsiden Nonlor 3 Tahun 2010 tentang Program Perubangunan
yang Berkeadilan;

MEMU']'USIiAN :

Menetapkafl

PERTAMA

KIDLIA

Kr:11GA

l(EEMPAT

KELit\4.q.

KEPUTUSAN MXNTERI PERENCANAAN PI.MBANGUNAN
NASIONAL/KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGIJNAN

NASIONAL TENTANC PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI NASIONAL
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGS 201 1-2015.

Membentuk Tim Koordinasi Nasional Percepatan Pencapaian MDGS
2011-2015 unfuk selanjufnya disebut Tinl MDCS Nasional, denSan

susllnan keanSSotaan sebagainlana tersebut dalam Lanlpimn KeputuMn
ini.

Tim MDGS Nasional tediri atas Tiu Penasihat, Tim Pentarah, dan
Kelompok Ke4a.

Tinl MDGS Nasional dalanl nlenjalankan tugasnya dibantu oleh
Sekretariat MDGs Nasional.

Tinl Penasihat Bertutas memb€rikan petimbangan teknis dan
nranajenlen kepada Tinl PenSarah dan (elonlpok Kerja untuk menjamin
tercapainya MDCS di Indonesia.

Tim Pen8arah bertugas :

a. ruemberikall arahan dalam pelaksanaan koordinasi pen)'usunan peta
jalan (road nap nasional, penlrusunan laporan MDGS nasional) dan
Pen)rusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi untuk percepatan
pencapaian MDCs;

b. meftberikan arahan datl nlasukan kepada Pokja mengenai substansi
penlrusunan peta jalan (rcad nep) nasional, penyusunan laporan
MDGS hasional, dan pen)usunah Rencana Aksi Daerah (RAD)

Provinsi untuk percepatan pencapaian MDcs;
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KIENAM

KETUJUH

c. memberikafl auhan tentang penultauan dan evaluasi percepatan
pen(apaian tuiuan MDCS nasional taupun prcvinsi;

d. nrenyampaikan lapomn kegiatan percepatall pencapaian MDCS
kepada Menteri PPN/(epala Bappenas.

: Kelonrpok Kerja bertugas :

a. bertanggung jawab teftadap kegiatan koordinasi pelaksanaan peta
jala (mad nap) nasional) laporan MDGS nasional, dan Rencana
Aksi Daerah (R.A.D) Provinsi untuk percepatan pencapaian MDCS
sesuai dengan bidang tugasnya;

b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan pokja MDGS sesuai
dentan bidang tugasnya;

c. nrelakukan pencarian, pen3lrmpulan bahan d^ta, dan informasi
yang dibutuhkan temrasuk melakukan studi kepustakaan dan
wawancara kepada pihak terkait dalam rangka implenentasi peta
jalar (rcad tnad nasional, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) provinsi
untuk percepatan pencapaian MDCS;

d. melakukan analisa situasi perkenbangan percapaian tujuan
pembangunan mileniun1 (MDGS) dan up^ya-wpaya yanS telah
dilakukan dalaft rangka inrplementasi Wla jalan (roal1 nad
nasional, laporan MDGS nasional, dan Rencana Aksi Da€rah (RAD)

Provinsi untuk percepatan pencapaian MDGS;

e. nrelakukan identifikasi faktor,faktor yang nlempengaruhi
inrplementasi pela jala (road nad nasional, Ienyusunan laporan
MDGS nasional, dan Rencana Aksi Daemh (RAD) PrDvinsi untuk
percepatan pencapaian MDCS sesuai den8an bidang tugasnya;

f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang
berkailan denSar keSiatan peta jaian (rcad nai nasional, laporan
MDGS nasional, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi untuk
percepatan lrlcapaian MDGS.

: Segala biaya yang diperlukan dalam ranSka pelaksanaan tugas Tim
MDGS Nasional dibebankall pada An&garan Pendapatan dan Belanja

Negara dari Kermenterian dan tl'filb^t^ masing-nusing dan sumber-

sumber Iain yang sah dan tidak menSikat.

KEDEI,\PAN
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KEDEI.APAN r Keputusan ini berleku sejak tangSal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Wda tan&gal 31 Mar€t 20'l 1

MI]NTIRI PERINCANANN PIMBANGT]NAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, h

L /

ARMIDA S. AUSJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disanlpaikan kepada Ylh:
I. Mentei Pertanian;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Menteri Agana;
4. Menteri Pemberdayaan PerEmpuan dan PerlindunSan Anak;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Tenr'ta Kerja dan Transmitmsii
7. Menteri LinSkunSan Hidup;
8. Menteri Pekerjaan Unrunl;
9. Menteri Perunuhan Rakyat;
l0.Menteri Kehutanan;
I 1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
'12. Menteri Keuantan;
13. Menteri Luar NeSeri;
'l 4. Kepala BPS;

15. Direktur Jenderal Anggamn, Kementerian Keuangan;
I 6. Dircktur Jenderal Perbendahauan, Kenenterian Keuangan;
I7. Sekretaris Menteri Netara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
I 6. Inspektur Utama, Bappenas;
19. Kepala Biro Perencanaan, Or8anisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kepala Bim Hukunr, Kenrentenan PPN/Bappenas;
2I. YanS bersantkutan.



LAMPIRAN

IGPUTUSAN MXNTf,RI PPN/rePAIA BAPPf,NAS

NOMOR K[P. 4't /M.PPN/HK/O3/2010
TANGGAL 31 MARET 2OI T

SUSIJNAN KEANGGOTAAN
'I'IM KOORDINASI NASIONAL

PERCEPATAN PENCAPATAN MDGS 20 I 1 .2015

Pen4nSgung Jawab

Tim Penasihat

Tim PentaEh

a. Ketua

b- Sekr€taris

c. AnSSota

Deputi Bidant Sumber Daya

Kebudayaan, (ementerian

Penrbangunan Nasional/Badan
PembanSunall Nasional.

:Menteri Perenc2na-an

Nasional/Kepala Badan

Pembangunan Nasional.

PembanSunan

Wakil Menteri Percncanaan Pembantunan
Nasional/Wakil Kepala Badan Percncanaan

PembanSunan Nasional.

Man$ia dan
Perencanaan

Percncanaan

5. Deputi ...

1. Prof. Dr. FasliJalal, Ph.D;

2. Prof. Dr. Nila A. Moeloek;
3. Prof. Dr. Soekimuni
4. Ir. Erna Witoelar;
5. Dr. BrDto Wasito, MPH;
6. BanlbanS Isnlawan;
7. Zunrrotin.

1. Deputi BidanS Kenliskinan,
Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil dan
Menengah, Kementerian PPN/Eappenas;

2. Deputi BidanS SDA dan LH, Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Deputi BidanS Pendanaan Pembangunan,
Kcnrenterian PPN/Bappenas;

4. Deputi BidanS Sarana dan P$satuna,
Kenlenterian PPN/Bappefl as;
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5. Deputi Bidang Ekonomi, Kementelian
PPN/ Bappenas;

6. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan
dan Keamanan, Kementerian
PPN/Bappenas;

7. Deputi Eidang Pen8enlbangan Regional
dan Otonomi Daerah, Kerrenterian
PPN/Bappenas;

8. Deputi Bidang Evaluasi Kineda
Pembangunan, Kementedan ppN/
Bappenas;

9. Deputi Sekretads Wakil Presiden Bidang
Kesejahteraan Rakyat dan Penantgr angan
Kemiskinall;

10. Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS;

11. Kepala Badan Ketahanan Pangan,
Kementerian Peftanialr;

12. Diden Pendidikan Dasar Kementerian
Pendidikall Nasional;

13. Dirjen Pendidikan tslam, Kementerian
Agama;

1,1. Deputi PUG Bidang f,konomi, Kementerian
Pemberdayaan PerempLran dan
Perlindungan Anak;

15. Deputi PUG Bidang Sosiai, Politik dan
Hukum, Kementerian Pemberdayaan
Fercmpuan dan Perlindungan Anak;

16. Sekretaris Utanu, BKKBN;
17. Diden Bina cizi dan Kesehatan lbu dan

Anak, (ementerian Kesehatan;
1E. Diden Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan, Kementerian
Kesehatan;

19. Kepala Badan Penelitian d^a
Pengembangan, Kementedan Keselutan;

20. Dirjen Penlbangunan Daemh, Kementefian
Dalam Ne8eri;

2I. Diden Kerjas.lma Multilateral,
Kementerian Luar Negeri;

22. Didea Kerjasama ASEAN, (ementedan

Luar Negeri;
23.Sesmenko, Kenrenterian Koordinasi

Kesejahteraan Rekyat;

24.Diien...
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24. Dirjen Pembinaan dan Penempatan Keia,
Kenlenterian TenaBa Keda dan
Transnitrasi;

25. Dirjen Anggaran, Kenlenterian Keuan8ani
26.Dirjefl Perbefidaharaan, Kenenterian

Keuansan.

Kelompok Kerja

Pohia Tujuon 1 : Menanttulanti Kemfukinsn dan Kelaparan

N@rdinstor : Deputi Sekrctaris wakil fksiden BidanS

Kes€jahteraan Rakyat dan Penanttulangan
Kemiskinan.

&k€ta.is : Direktur Penanggulangan Keniskinan,
Kementerian PPN/Bapp€nas.

ArUSda : 1. Direkhu Kesehatan dan Cizi Masyamkat,
Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Pangan dan Pertanian,
Kementerian PPN/BapPenas;

3. Dirckur Tenaga Kerja dan Pengembangan

Kesenlpatan Kerja, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Dircktur Bina Gizi M.syarakat,
Kementerian Kesehatan;

5. Kepala Pusat Keters€diaan d,n Kera'l,r,a,.. n
PanSan, Kementerian Pertanian;

6. Dircktur Perluasan Kesempatan Kerja dan
PenSenrbangan Tenaga Kerja Sektor
Infomral, Kenlenterian Tenata Keda dan
Tra nsnrigrasil

7. DirEktur Statistik Ketahanan Sosial, BPS;

6. Direktur Statistik Kependudukan dan
Ketenagake rj aan, BPS.

Po\ia Tujuan 2 : Mewujudkan Pendidikan Dasar Untuk Semua

Koordinator : Dirjen Pendidikan Dasar, Kenenterian
Pendidikan Nasional.

sekretaris : Direktur Aganra dan Pendidikan,
Kementerian PPN/BaPPenas.

Anttota : '1. S€kretaris Ditjen Pendidikan Dasar,
Kcmenterian Pendidikan Nasional;

2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Aak Usia

Dini, Non Fomul dan [nfomlal,
Kementerian Pendidikan Nasional;

3. Sek]etaris



-1-

3. Kepala Badan PentembanSan SDM
Pendidikan dan Penjaminan Mutu
Pendidikan, Kementcrian Pendidikan
Nasionali

4. Direklur Pembinaan SD, Kemenlerian
Pendidikan Nasional;

5. Direktur Pembinaan SMP, Kenrenterian
Pendidikan Nasional;

6. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama

Luar Negeri, Kementerian Pendidikan
Nasional;

7. Dircktur Pendidikan Madrasah,
Kementerian Atanla;

E. KasuHit Pendidikan MenenSah dan Non
[ormal, Kementerian PPN/Bappenas.

PoKa Tujuan 3 : MemFomosikan Kesetaraan Cender dan Pembeldayaan
Perempuan

Koordin4tor : Deputi ruG Bidang Ekononli, Kementerhn
Pemberdayaan Perenpuan dan Perlindungan
Anak.

Seloetaris : Direltur Kependudukan, Penrberdayaan

Perrmpuan dan Perlindungan Anak,
Kenlenterian PPN/Baplrenas.

AngSota : 1. Direktur Tenage Kerja dan PergembanSan
Kesempatan Kerja, Kementerian
PPN /Bappenas;

2. Direktu Politik dan Konrunikasi,
Kementerian PPN/Bappenas;

3. Asisten Deputi Gender Dalam Pendidikan,
Kemenlerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlihdungan Anak;
{. Asisten Deputi Gender Dalam Tenaga

Ke{a, Kementerian Penrberdayaan

Perenrpuan dan PerlindunSafl Anak;
5. Asisten Deputi Gender Dalam Politik dan

Penganrbilan Keputusan, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

6. Dircktur Pembinaan Pendidikan
Masyarakal, Kenrenterian Pendidikan
Nasional;

7. Direktur Pendidikan Madmsah,
Kementerian ASama;

8. Direklur ...
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Sekretaris

An8Sota

Pokja Tujuan 5 : Menintkatkan Kesehatan Ibu

Koordinatm

Pokja Tujuan 4 : Menurunkan Kematian Anak

Koordinator

8. Direltur Pen lidikall Diniyah dan pondok

Pesanflen, Kementerian Agama;
9. Direktur Pembinaan dan Pengen$angan

Budaya Politik, Keruenterian Dalam
Negeri-

Di4en Bina Gizi dan Kes€hatan Ibu dan Anak,
Kenentedan Kesehatan;
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kementerian PPN,/Bappenas.

l. Direklur Bina Kesehardn lbu, Kementerian
Kesehatan:

2. Direktur Kep.endudukan, Penlberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kenrenterian PPN/Bappenas;

3. Kepala fusel Dara dan lnfofftasi,
Kementerian Kesehatan:

4. Direktur Penraduan (ebijakan Program,
BKKBNI

5. Direktur Jaminan dan Pelayanan (8,
BKKBN;

6. Direktur Statistik Kesejahteraan Ralg'at,
BPS.

Selcetaris

 rugota

PokJa

: Di{en Bina Gizi dan Kesehatan tbu dan Anak,
Kenrenterian Kesehatan;

: Direkfur Kes€hatan dan Cizi Masyankat,
Kenlenterian PPN/Bappenas.

: 1. (epala Biro Perencanaan dan Anggaran,
Kementerian Kesehatan;

2. Direktur Intunisasi dan Kamntina,
Kementerian Kesehatan;

3. Direktu Bina Kesehatan Anak.
Kementerian Kesehatan;

4. Kepala Biro Perencanaan dar. Ortala,
KenEntedan Pentberdayaan Perrmpuan
dan Perlindunga[ Anak;

5. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat,
BPS.
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Pokia Tuju.an 6 : Menc€gah Peflrlrrff HIV dan AIDS, Malalia dan Penyakif
Menulsr Iainnys CfB)

Koordinator : Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan, Kenrenterian Kesehatan.

Seklehris : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kementerian PPN/BapF,€nas.

AngSota : 1. Direktur Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Dir€ktur Pentendalian Penyahl Menular
Langsung, Kemenlerian Kesehatan;

3. Kepala Pusat Data dan Informasi,
Kementedan Keselutan;

4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,
BPOM;

5. Dir€ktur Statistik Kes€jahteraan Ralqat,
BPS.

Po\ia Tujuan 7 ; Meriamin Kelestarian Lingkunaan Hidup

Ituordinato! : Depuli Bidant SDA dan LH, Kenrenterian
PPN/ Bappenas.

Sehetaris : Direktur LingkunSan Hidup, Kenlenterian
PPN,/ Bappenas.

Ar8gota : 1. Dir€litur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Pernrukinun dan Perumahan,
Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur Kehutanan dan KonseNasi
Sututer Daya Air, Kementerian
PPN / Bappenas;

4. Dir€llur Sunlber Daya EnerEi, Mineral,
dan Pertanlbangrn, Kementerian
PFN/Bappenas;

5. Dirckhr Kelautafl dan Perikanan,
Kenrenterian PPN/BapFnas;

6. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama

Luar Negeri, Kementerian LingkunSan
Hidup;

7. Asistefl Deputi Unrsan PenSendalian

Danpak Perubahan lklim, Kementerian
Lingkungan Hidup;

8. Dir€ktur Pengembangan Air Minum,
Kenrenterian Pekerjaan Unlun;

9. Dircktur ..



9. Direktur Pentembantan Penyehatan

Lingkungan Permukinran, Kenrenterian
Pekerjaan Umum;

I0. Dircktur Pengembangan Pemlukiman,
Kementerian Pekeajaan Unrum;

I l. Kepala Bilo Perencanaa'r. Kenrenlfrian
Perumahan Rakyat;

12. DirEktur Kons€rvasi KawaJan,
Kenlent€rian Kehutanan;

13. Kepala Biro Perencanaan. Kenrenlerian
Kelautan dan Perikanan;

14. Xrpala Birc I'errncanaan, Xenlenlerian
ESDM;

lS.Direktw Penyehatan LingkunSan,
Kementerian Kesehatan;

16. Dircktur Statistik Kesejahteraan Rakyat,

BPS.

Po\ia Tujuan 8 : Mengembaltkan Kemihaan Global untuk Pembantural

Koordi{ator : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,

Kementerian PPN/Bappenas.

S€krelaris : Dir€ktur Perencanaan dan Pentembangan
Pedanaan Pembangunan, Kementerian

PPN/Bappenas.

Arasota : 1. Dircktur Alokasi Pendanaan

Penbangunan, Kementerian

PPN /Bappenas;
2. Direktur StrateSi dan Portofolio Utan8,

Kementerian Keuangan;

3. Direltur Penlbangunan, Ekonomi, dan

LinSkunsan Hidup, Kementerian Luar

Negeril
4. Dtektur Per€ncanaan dan PenSembangan

Pendanaan PembanSunan, Kementenan

PPN/Baplxnas;
5. Direktur Pendanaan Iurar Negeri

Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Dirrktur ...
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6. DircLtur Pendanaan Luar Negeri Bilateral,
Kenenterian PPN/Bappenas.

7. Direktur Statistik KesejahteMan Rakyat,

BPS.

I MENTERI PERENCANAAN Pf,MBANGUNAN NASIONAL/
K.EPALA I'ADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, f4,

4t
ARMIDA S. AUSJAHBANA


